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DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar
Operasional Prosedur (SOP) Adminstrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.201-Org/2020 tentang
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. Memahami penyusunan RPJMD/Renstra Perangkat Daerah
2. Memahami Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Memahami penyusunan perencanaan dan pelaporan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Renstra

2. SOP Pengelolaan Naskah Surat Masuk/Keluar
3. SOP Peminjaman Ruang Rapat

4. SOP Pelaksanaan Pengumpulan Data

Komputer/Printer/Scanner, Jaringan Internet, Alat Komunikasi, ATK, Struktur
Organisasi Dinas dan Data Kinerja

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban pemerintah
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran

Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan
kembali




